
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR  27  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 90 

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dan penjabarannya telah 

ditetapkan melalui Peraturan  Daerah Kabupaten  
Bandung Nomor  17 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 10  Tahun 2019 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019; 
 

  b. bahwa menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang  Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, 
Daerah telah menetapkan  Peraturan Bupati Nomor  26   

Tahun 2019 tentang teknis pemberian tunjangan hari 
raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sehingga  
perlu untuk menganggarkan Tambahan Penghasilan 

Berbasis Kinerja Menjelang Hari Raya dan Tambahan 
Penghasilan Berbasis Kinerja Ke-13 
 

SALINAN 
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  c. bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pergeseran 
antar rincian objek belanja dalam objek belanja 

berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan dapat dilakukan pergeseran 
anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar 
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD 
 

  d. 
 
 

 
 

 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019. 

 
Mengingat : 1. 

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
  6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6322); 

    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang  

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

 
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);  
 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01 
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1); 
 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

 
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17        

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17 ) 

 
  26. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang 

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2019 Nomor 27) 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 90 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 
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 Pasal  I 
 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai 
berikut : 
 

. 

 

 

 

 

 

1. Ketentuan Belanja Tidak Langsung pada lampiran 1a, 
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran 1a dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 
2. Ketentuan Belanja Tidak Langsung pada lampiran II, 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran II dan Merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 
 

 Pasal II 
 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 
  

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung. 
 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal  20 Mei 2019 
  

        BUPATI BANDUNG, 
  

  ttd 
  
      DADANG M. NASER 

  
Diundangkan di  Soreang  

pada tanggal  20 Mei 2019  
  

   SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

 ttd  
  

      TEDDY KUSDIANA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR  28 
 
 


